BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat :

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi
Kepuluan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4879);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran



10.

11,

12

13.

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Ketua dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Ketua dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6827);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);
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Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 688I);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Pengelolaan
Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional  (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi
Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi
dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 910);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 630);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 98);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
dan
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1
2.

3.
4.

Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
Pemerintah  Daerah adalah Pemerintah Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas.

Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut APBD Tahun
Anggaran 2024 adalah rencana keuangan tahunan



Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan
yang selanjutnya disebut PPAS Perubahan adalah
program prioritas dan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada perangkat Daerah untuk program dan
kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana
kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen
perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 2

(1) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah

(2)

(3)

Rp1.009.212.363.684,00 (satu triliun sembilan miliar
dua ratus dua belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu
enam ratus delapan puluh empat Rupiah) mengalami
penambahan sejumlah Rp22.627.187.552,00 (dua
puluh dua miliar enam ratus dua puluh tujuh juta
seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh
dua Rupiah) dari penetapan APBD Tahun Anggaran
2024 yang semula berjumlah Rp986.585.176.132,00
(sembilan ratus delapan puluh enam miliar lima ratus
delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu
seratus tiga puluh dua Rupiah)
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Pendapatan Daerah;
b. Belanja Daerah; dan
c. Pembiayaan Daerah.
Rincian Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai
berikut:
a. Pendapatan Daerah

semula Rp976.085.176.132,00

bertambah Rp8.677.458.592,32

jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan

Rp984.762.634.724,32
b. Belanja Daerah

semula Rp984.585.176.132,00

bertambah Rp24.627.187.552,00



jumlah Belanja Daerah setelah perubahan
Rp1.009.212.363.684,00
(surplus/defisit) setelah perubahan
(Rp24.449.728.959,68)
c. Pembiayaan Daerah yang terdiri atas:
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah
semula Rp10.500.000.000,00
bertambah Rp13.949.728.959,68
jumlah  penerimaan  pembiayaan setelah
perubahan Rp24.449.728.959,68
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
semula Rp2.000.000.000,00
berkurang Rp2.000.000.000,00
jumlah  pengeluaran pembiayaan setelah
perubahan Rp0,00
jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan
Rp24.449.728.959,68
sisa lebih pembiayaan anggaran daerah setelah
perubahan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (3) huruf a, bersumber dari:
a. pendapatan asli Daerah tidak mengalami perubahan

dari anggaran semula yaitu Rp39.179.339.491,00

b. pendapatan transfer

semula Rp934.126.336.641,00
bertambah Rp8.677.458.592,32

jumlah pendapatan transfer setelah perubahan
Rp942.803.795.233,32

lain-lain Pendapatan Daerah yang sah tidak mengalami
perubahan dari anggaran semula yaitu
Rp2.779.500.000,00

Pasal 4

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a.

pajak Daerah

Pajak Daerah tidak mengalami perubahan dari anggaran
semula yaitu Rp22.559.538.747,00

retribusi Daerah

retribusi Daerah tidak mengalami perubahan dari
anggaran semula yaitu Rp4.650.745.981,00

hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
tidak mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu
Rp1.318.019.763,00

lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah tidak
mengalami perubahan dari anggran semula
Rp10.651.035.000,00

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b, bersumber dari:

a.

pendapatan transfer pemerintah pusat



semula Rp878.478.687.066,00
bertambah Rp692.925.176,32
jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah
perubahan Rp879.171.612.242,32
b. pendapatan transfer antar Daerah
semula Rp55.647.649.575,00
bertambah Rp7.984.533.416,00
jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah
perubahan Rp63.632.182.991,00

Pasal 6
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
Lain-lain Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tidak mengalami
perubahan dari anggaran semula yaitu Rp2.779.500.000,00.

Pasal 7
Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
a. belanja operasi

semula Rp741.487.510.972,00
bertambah Rp11.489.113.163,18
jumlah belanja operasi setelah perubahan

Rp752.976.624.135,18
b. belanja modal

semula Rp130.754.459.281,00
bertambah Rp11.238.168.387,31
jumlah belanja modal setelah perubahan

Rp141.992.627.668,31
c. belanja tidak terduga
semula Rp2.000.000.000,00
bertambah Rp357.203.001,51,00
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan
Rp2.357.203.001,51
d. belanja transfer
semula Rp110.343.205.879,00
bertambah Rp1.542.703.000,00
jumlah belanja transfer setelah perubahan
Rp111.885.908.879,00

Pasal 8
Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
a. belanja pegawai
semula Rp392.046.754.958,00
bertambah Rp6.834.681.213,00
jumlah belanja pegawai setelah perubahan
Rp398.881.436.171,00
b. belanja barang dan jasa
semula Rp326.206.387.433,00
bertambah Rp3.891.525.375,18
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan
Rp330.097.912.808,18



c. belanja hibah
semula Rp23.184.368.581,00
bertambah Rp130.110.575,00

jumlah belanja hibah setelah perubahan
Rp23.314.479.156,00

d. belanja bantuan sosial
semula Rp50.000.000,00
bertambah Rp632.796.000,00
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan
Rp682.796.000,00

Pasal 9
Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
a. belanja modal peralatan dan mesin
semula Rp31.106.904.955,00
berkurang (Rp966.242.296,64)
jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah
perubahan Rp30.140.662.658,36
b. belanja gedung dan bangunan
semula Rp38.755.319.336,00
bertambah Rp1.851.298.420,95
jumlah belanja gedung dan bangunan setelah
perubahan Rp40.606.617.756,95
c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
semula Rp58.861.007.991,00
bertambah Rp10.979.938.662,00
jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah
perubahan Rp69.840.946.653,00
d. belanja modal aset tetap lainnya
semula Rp2.000.000.000,00
berkurang (Rp595.599.400,00)
jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah
perubahan Rp1.404.400.600,00
e. belanja modal aset lainnya
semula Rp31.226.999,00
berkurang (Rp31.226.999,00)
jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah
perubahan Rp0,00

Pasal 10
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas:
belanja tidak terduga
semula Rp2.000.000.000,00
bertambah Rp357.203.001,51
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan
Rp2.357.203.001,51

Pasal 11
Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf d, terdiri atas:
a. belanja bagi hasil
Belanja Bagi Hasil tidak mengalami perubahan dari
anggaran semula yaitu Rp2.721.028.473,00



b. belanja bantuan keuangan
semula Rp107.622.177.406,00
bertambah Rp1.542.703.000,00
jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan
Rp109.164.880.406,00

Pasal 12
Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, terdiri atas:
a. penerimaan Pembiayaan Daerah
semula Rp10.500.000.000,00
bertambah Rp13.949.728.959,68
jumlah penerimaan Pembiayaan Daerah setelah
perubahan Rp24.449.728.959,68.
b. pengeluaran Pembiayaan Daerah
semula Rp2.000.000.000,00
berkurang Rp2.000.000.000,00
jumlah pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah
perubahan Rp0,00

Pasal 13

Anggaran penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, Bersumber dari:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
semula Rp10.000.000.000,00
bertambah Rp13.949.728.959,68
jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun
sebelumnya setelah perubahan Rp23.949.728.959 68

b. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah
penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah tidak
mengalami perubahan dari anggaran semula yaitu
Rp500.000.000,00.

Pasal 14
Anggaran pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas:
Pemberian pinjaman Daerah
semula Rp2.000.000.000,00
berkurang Rp2.000.000.000,00
jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan
Rp0,00

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan
anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya
defisit sebesar Rp24.449.728.959,68 (dua puluh empat
miliar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh
ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima
puluh sembilan koma enam puluh delapan Rupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan
Pembiayaan Daerah terhadap pengeluaran Pembiayaan
Daerah direncanakan sebesar Rp24.449.728.959,68
(dua puluh empat miliar empat ratus empat puluh
sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu












